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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG IZIN CERAI
BAGI POLISI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN DI
KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU
(Studi Tentang Izin Cerai Perspektif Maslahah Mursalah )

Oleh :
RADI
NIM : 2111680027

Pembimbing
1. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag 2. Dr. Ismail Jalili, MA

Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, mengetahui proses pemberian izin bercerai
dari pimpinan di Polda Bengkulu. Kedua, menganalisis pertimbangan pimpinan
memberikan izin perceraian bagi Anggota Polisi dan Pegawai Negeri pada Polda
Bengkulu. Ketiga, menganalisis kebijakan izin bercerai bagi Polisi dan PNS pada
Polisi berdasarkan Perkap Nomor 9 Tahun 2010 ditinjau dari aspek maslahah
mursalah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, pendekatan
perundang-undangan dan normatif. Penelitian ini menyimpulkan :  Pertama,
Penerapan Perintah Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permohonan
Izin Perkawinan, Perceraian dan Mediasi Bagi Pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia berhasil dilaksanakan di lingkungan Polda Bengkulu. Aturan dan tata cara
perceraian adalah berdasarkan asas mashlahah, atau adanya manfaat, tanpa
memperhatikan akibat negatif yang ditimbulkannya. lzin atasan merupakan salah
satu tujuan mashlahah untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak
untuk rujuk kembali atau memperbaiki hubungan mereka, memberikan kesempatan
kepada para pihak antara suami dan istri untuk memikirkan kembali dan
merenungkan rencana perceraian mereka, dan untuk meningkatkan keterampilan
profesional mereka. . dan penampilan anggota Polres/ASN Bengkulu. Kedua, faktor
yang mendukung penerapan Perkap Nomor 9 Tahun 2010 di Kepolisian Daerah
Bengkulu adalah tingkat kedisiplinan dan ketaatan terhadap perintah dan peraturan
anggota dan manajemen ASN serta penegakan hukum yang tegas dan tegas terhadap
pelanggaran peraturan. Faktor penghambat implementasi Perkap Nomor 9 Tahun
2010 tentang izin cerai bagi anggota polisi dan ASN di Polres Bengkulu adalah
konflik rumah tangga yang tidak dapat didamaikan dan lamanya proses pengurusan
izin cerai dari pimpinan.

Kata Kunci : izin, perceraian, maslahah
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CONSIDERATIONS FOR GRANTING DIVORCE PERMITS BASED ON
KAPOLRI REGULATION NUMBER 9 OF 2010 PERSPECTIVE OF
MURSALAH MATTER IN THE STATE POLICE
(Study in Bengkulu Regional Police)

By :

RADI
NIM: 2111680027

Mentor
1.Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag 2. Dr. Ismail Jalili, MA

The purpose of this research is: First, to find out the process of granting permission
for divorce from the leadership at the Bengkulu Regional Police. Second, analyze the
leadership's considerations in granting divorce permission for Police Officers and
Civil Servants at the Bengkulu Regional Police. Third, analyze the divorce permit
policy for police and civil servants in the police based on Perkap Number 9 of 2010
in terms of the maslahah murlah aspect. The research uses qualitative descriptive
methods, statutory and normative approaches. This research concludes: First, the
implementation of the National Police Chief's Order Number 9 of 2010 concerning
Procedures for Applications for Marriage, Divorce and Mediation Permits for
Officials of the Indonesian National Police was successfully implemented within the
Bengkulu Regional Police. The rules and procedures for divorce are based on the
principle of mashlahah, or the existence of benefits, without paying attention to the
negative consequences it causes. The superior's permission is one of the goals of
mashlahah to provide an opportunity for both parties to reconcile or improve their
relationship, to provide an opportunity for the parties between husband and wife to
rethink and reflect on their divorce plans, and to improve their professional skills. .
and the appearance of Bengkulu Police/ASN members. Second, the factors that
support the implementation of Perkap Number 9 of 2010 in the Bengkulu Regional
Police are the level of discipline and obedience to orders and regulations for ASN
members and management as well as firm and strict law enforcement against
violations of regulations. Factors inhibiting the implementation of Perkap Number 9
of 2010 concerning divorce permits for police officers and ASN at the Bengkulu
Police Station are irreconcilable domestic conflicts and the long process of obtaining
divorce permits from the leadership.

Keywords: permission, divorce, maslahah
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